
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap 

PLTU Ombilin oleh Pemerintah Kota Sawahlunto  

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup dilakukan dalam dua bentuk pengawasan. 

Yang pertama, pengawasan langsung yang dilakukan secara periodik selama enam 

bukan sekali kemudian pengawasan langsung ini juga dilakukan dengan cara 

langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu PLTU Ombilin. Kedua, pengawasan 

tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah dengan cara 

memeriksa dokumen, dokumen ini diberikan kepada pemerintah secara periodik 

sehingga pengawasan tetap dilakukan secara maksimal.  

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto memang 

sudah dilakukan namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak 

maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah asap 

PLTU Ombilin tersebut dan pihak PLTU Ombilin pun tidak memberi laporan 

kepada dinas terkait apakah filter cerobong asap itu sudah diperbaiki atau belum. 

Pengawasan tidak terlaksana dengan baik diakibatkan juga karena kewenagan 

yang setengah-setengah atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang 

jelas sehingga pemerintah Kota Sawahlunto tidak dapat maksimal dalam 

melakukan pengawasan dan mengambil tindakan. 



 

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengawasi Penanggulangan Terhadap 

Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto  

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup adalah yaitu yang pertama kurangnya anggota atau personil 

dari pada bidang lingkungan hidup sehingga sering terjadinya keterlambatan 

dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi dari PLTU Ombilin tersebut. 

Yang kedua yaitu, kewenangan yang tumpang tindih mengakibatkan pemerintah 

Kota Sawahlunto tidak dapat memberikan tindakan tegas terhadap pihak PLTU. 

Yang ketiga yaitu, batu bara yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga 

menyebabkan mesin atau alat filter cerobong asap menjadi sering rusak dan sulit 

untuk diperbaiki, sehingga penanggulangan terhadap pencemaran udara ini sulit 

diatasi. 

B. Saran 

Untuk mengatasi pencemaran udara akibat limbah asap oleh Pemerintah 

Daerah Kota Sawahlunto perlu upaya bersama dalam mengatasi dan mengawasi 

permasalahan pencemaran udara ini yang tak hanya dilakukan oleh Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup saja, bisa 

dengan cara melibatkan Instansi terkait seperti UPTD Labor Lingkungan Hidup. 

Kemudian masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan 

pengawasan secara tidak langsung dengan melaporkan kepada pihak Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk 

dilakukan pengawasan lebih lanjut kepada PLTU Ombilin. 

Kemudian perlu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk 

mengatur kewenangan pengawasan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah 



 

kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan tidak terjadi 

tumpang tindih akibat kewenangan yang tidak jelas.  

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara 

penambahan personil atau anggota dalam melakukan pengawasan, dengan 

menambah personil yang ahli dalam bidangnya akan membuat pengawasan lebih 

berkualitas dan maksimal. Kemudian mengenai sanksi yang diberikan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup seharusnya lebih tegas 

lagi sehingga pihak PLTU tidak melalaikan kewajibannya untuk menjaga 

lingkungan hidup terkhususnya kualitas udara di daerah sekitar PLTU Ombilin.  

Diharapkan Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus lebih mendengarkan 

keluh kesah dari pada masyarakat sekitar agar dapat melakukan pengawasan lebih 

optimal lagi yang melahirkan solusi atau cara terbaik dalam mengatasinya. 

Kemudian jika memang untuk memberikan tindakan tegas adalah kewenangan 

dari provinsi, maka harusnya Pemerintah Kota Sawahlnto dengan instansi terkait 

memberikan laporan yang jelas dan sesuai fakta kepada pihak provinsi sehingga 

dapat dilakukan tindakan tegas. 

 


